BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pada bab ini berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien yang merasa dirugikan karena kelalaian dokter gigi, dapat mengambil
langkah untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana. Upaya yang
dilakukan pasien adalah dengan melaporkannya ke Komite Medik untuk
menindaklanjuti kasus tersebut dengan melacak dan mencari sebab ter-
jadinya kelalaian. Jika tindakan tersebut merupakan tindakan yang terkait
hukum pidana, maka selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Kepolisian.
Pihak polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter gigi yang
diduga melakukan kelalaian tersebut. Kemudian jika hal tersebut terbukti
bersalah, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh
kebenaran.

2. Hal-hal yang dapat menjadi bukti supaya kelalaian dapat dipertanggung-
jawabkan adalah :

a. Rekam Medis
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain

pada pasien di tempat sarana kesehatan.
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b. Informed Consent
Dokter gigi sebelum melakukan pencabutan gigi harus memberikan
keterangan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti terhadap
pasien mengenai sakit yang dideritanya. Informasi yang diberikan adalah
hal-hal mengenai keadaan pasien, tindakan-tindakan yang akan diambil
serta kemungkinan resiko yang akan terjadi.

c. Standard Medis

Standard medis adalah bertindak teliti dan hati-hati sesuai dengan standard

medis dari seorang dokter gigi yang berkemampuan rata-rata dalam
bidang keahlian yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama akan
\ menggunakan sarana upaya yang wajar/proporsional untuk mencapai
suatu tujuan perawatan yang konkrit.
d. Saksi
Seorang dokter gigi dalam melakukan pencabutan gigi terhadap pasien di
tempat pelayanan kesehatan, ada orang yang membantu yaitu perawat
ataupun asisten dokter gigi. Perawat ataupun asisten dokter gigi dapat
menjadi saksi tindakan yang dilakukan dokter gigi dalam melakukan

tugasnya seperti dalam pencabutan gigi.

B. Saran
Untuk mencegah terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam melakukan
tugas dan profesinya yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pasien, maka

terdapat saran-saran :
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. Dokter maupun dokter gigi harus dengan sungguh-sungguh dalam melakukan
tindakan medis sesuai dengan standard profesi kedokteran terhadap pasien.

. Adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan mendetail tentang kelalaian
sebagai bagian dari malpraktek dan saksi-saksi yang jelas terhadap dokter
maupun dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya sehingga perlindungan

terhadap pasien yang menjadi korban malpraktek akan lebih terjamin.
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